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SURAT PER.IANJIAN KER-IA
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EBANGUNAN/REIIABILITASI GEDUNG DAIT PEITGADAAN SARANA DAII PRASARANA

SEKOLAH DASAR {DAK REGULER 2Ol9}

PEKEBiIAAN:
PEMBN{GI'NAIT JAMBAN BARU SDN 42 KUBANG

Antara
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAIT

Dengan
KEPALA SEKOLAH

Nomor : 44lV/ SARPRAS-DAI(SD/ SUrK/DPK-PS /2O 19

Tanggal z20M.ei2Ol9
'l,,dt,ri Senln tanggal lhta 

'}.thth 
bulan Mei tahun Dua Rlbu Sembilan 8,elas, Kanni gang

tungan dl bawo,hinl:.

JAI.RI, S,Pd

Ku.asa Peagglrsa Anggaran Bidang Pelobiaaan Sekolah Dasar

Tahur Anggaraa 2O19

Jl. H. Agrrs Saltm - Palnan

untuk dan atas nama Pemerinta,h Republik lndonesia Cq. Pemerintah Kabupaten Pesisir

bcrdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor ; 9OO/a3/WTS/BP|-PS/2019
2A JANUARI 2O19 selanjutnya disebut Pihak Perrama.

: BUSTARIZAL' S.Pd

: Kepala Sekolah SDN 42 Kubaag

: Kubaag-KaPujan

rtan alss nama jabatan tersebut diatas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatart

Dnr :821/06gIBIGSDM-2Ol8 Tanggal 27 Februari 2018 yang selanjutnya disebut Pihak Kedua'

ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian
an Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2O1B dengan ketentuan-

dan syarat-syarat seperti dalam pasal-pasal di bawa,h ini :



Nomor

Tffiggal
Pekerjaan

: 4a/ Y/ SARPRA9DAKSDI SWK/ DPK-PS/ 2019

:2OMEI2O19
: PmbmJunbanBm SDN 42 KUBANG

peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2O18 tentang pelaksanaan pengadaan
barang/j asa pemerintah,

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2O18 tanggal 31 Desember

2018 tentang Petunjuk Telads Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2O19 menentukan
bahwa kegiatan peningkatan prasarana pendidikan dilakukan oleh Panitia
pembangunan Sekolah secara swakelolayang ditetapkan oleh Kepala Sekolah

penerima alokasi DAK sebagai bagran integral manajemen berbasis sekolah,

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2019 tanggal 18 Januari 2o19 Teatang Petunjuk operasional Penggunaan Dana
Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2019-

4. DpA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2019,

ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian
Dana Alokasi Khusus (DAIQ Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2O19 dengan ketentuan-
dan syarat--syarat seperti dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1

TUWAI{ PER^IAIYJIAN

hrjanjian Kerja adalah untuk melaksanakan pekerjaan di bawah ini :

Pembangunaa Jambaa Baru SDN 42 KT BANG

Kecamataa BaYang

fcdua bersedia melaksanakan pekerjaan tersebut diatas sebagaimana yang terca-ntum dalam

Cambar serta bert-anggungiawab penuh terhadap penggunaan danayang diterima

ST'UBER DA}IA

dana pada kegiatan ini berasal dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Angg4ran

NIII\I PEKER.'AAN

nilai pekerjaan tersebut dalam pe{anjian ini adalah sebesar Rp. 1OO-OOO.O0O,OO

Juta Rupiah ) yani dibebankan pada DPA SKPD No. 1.O1.01.OL.O1.16.162 tanggal O2 Januari

2.

3.



Nomor

TmggaJ
Pek*jaan

44/ V/ SARPRAgDAK.SD/ SWK/ DPK.PS/ 20 I 9

20 MEI 2019
JambmBMSDN 42 KUBANG

PRINSIP PEIIER,JAAIS

dalam pelaksanaarr DAK Tahun Anggaran 2019 meliputi :

dikedakan dengan mekanisme swakelola,

asas transparansi dan akuntabilitas,
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kegiatan,

kualitas pekerjaan dengan barang yang ditrasilkan,

Pasal 5
PE}{GAWASAIT & PTMERITSAAIT

Untuk melakukan pengendalian pekerjaail yang terdiri dari pengawasan darr tindakan
pengoreksian, Pi-hak Pertama dibantu oleh Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan selalo Pengawas Lapangan yang berlindak untuk dan atas nama
Pihak Pertama dan akan diberitahukan secara tertulis kepada Pihak Kedua.

Pihak Kedua harus mematuhi segala petunjuk (datam hal teknis) rlan atau perintah Direksi
Pekerjaan/ Pihak Pertom a.

Pihak Pertama mempunyai hak untuk menolak setiap hasil pekerjaan yalg tidak sesuai
deugan ketentuan pelaksanaannya, baik mengenai ketentuan. administrasi keuaagan
m.aupun ketentuan telcris.

Pasal 6
JANGKA WAIiTU PELI\KSAI{AAT{

waktu pelaksanaan yang disebutkan dalam pasal 1 perjanjian ini ditetapkan selama 12O (

saat diterimanya dana DAK Tahun Anggarar 2019Dua Puluh ) Hari Kalender, terhitung mulai
Pihak Kedua.

Pasal 7
CARA PET{YALI'RAII DAITA

penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

Tahap I :25oh (Dua puluh lima perseratus) dari keseluruhan dana swakelola apabila
pelaksana swakelola telah siap untuk melaksanakan pekerjaan swakelola,

Tahap ll : 45oh (Empat puluh lima perseratus) dari keseluruhan dana swakelola apabila
pekerjaan telah mencapai bobot 257o (Dua puluh lima perseratus),

Tahap III : 3O7o (Tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana swakelola apabila pekerjaan
telah mencapai bobot 70% (Tujuh puluh perseratus),

erjanjian Keda



Nomor

TmSSal
Pekerjaan

44/ V/ SAWRAgDAI{SD/ SWW DPK.PS/ 20 1 9

20 MEI 2019

JambanBm SDN42 KIJBANG

Erening

Rd<ening

B*nk

disalurkan ke no. Rekening sekolah penerima dengan rincian sbb :

: P2S IIPI SDII 42 KIIBA$G BAYAilG

: O4O3.O21O.O2153-0

: KANTORI(AS PASARBARU BAYANG

u-

a

Pasal 8
PEXER.IAAT{ TAIfiBAE KT'RANG

Penyimpangan-penyimpangan serta perubahan-perubahan yang merupakan penambahan
atau pengurangan pekerjaan hanya dianggap satr sesudah mendapat perintah tertulis dari
Pihak Pertama dengan menyebutkan jenis dan perincian pekerjaan secara jelas.

Adanya pekerjaan tambah kurang tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk merubah watrrhr

pelaksanaan pekeqiaan kecuali atas persehrjuan tertulis Pihak Pertama.

Pihak Kedua bertanggung jawab atas segala kerugian Pihak Pertama sebagai akibat
perbuatan orang - orang yang dipeketjakannya.

Pasal 9
PEI.APIORAIT

Pihak kedua wajib membuat laporan secara trerkala reengenai pelaksanaan peke{aan /
kemajuan pekerjaan kepada Pihak Pertama.

Segala laporan atau catatan peke4iaan dibuat dalam benhrk buku harian yarg telah
disetqjui oleh Pihak Pertama dan harus ada dilokasi pekerjaan.

Pil.ak kedua wajib membuat dan menyeiahkan kepada Pihak Perta-ma foto-foto kegiatan
beserta kelengkapan administrasi lainnya pada tahapan pencairan dana.

l,aporan pertanggungiawaban kegiatan harus sudah diseratrkan oleh Pihali Kedua kepada
Pihak Pertama selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender tertritung saat selesainya
pelal<sanaan pekerjaan, dilampiri antara lain :

Berita Acara Serah Terima,

BukLi pengeluaran (kwitansi), faktur setiap pembelian barang dan bukti pengeluaran
lainnya,

Bukti setoran pajak,

Bukti teknis lainnya

I.

3-



: 44/ V/ SARPRAS.DAI<SD/ SWK/ DPK.PS/ 2019

:20M812019
: PenbmnmJam.ban Baru SDN 42 KUBANG

Paeal 1O
SAITKSI

Jika dalam pelaksanaan pekedaan ditemukan hambatan/rintangan yang berada dilua,r
batas kemampuan Pihak Kedua, maka Pihak Kedua segera menyampaikan secara tertulis
kepada Pihak Pertama.

Apabila dalam pelaksanaan pekerjaar mengalami keterlambatan atau terjadi penyimpangan

dari ketentuan yang berlaku dalam dokumen teknis, RAB dan Gambar rencana, maka Pihak

Pertama seca.ra sepihak dapat memutuskan/menghentikan pekerjaan tersebut.

Pemutusan/penghentian sebagaimana dimaksud ayat 2 diatas kepada Pihak
Kedua/penerima bantuan wajib mengembalikan seluruh dana dan disetorkan ke kas daerah

Pasal 11
PA"'AIT

Pajak yaog timbul akibat dari pelaksanaan kegiatan/pekerjaan wajib dipungrrt dan
disetorkan ke Negara oleh Pihak Kedua sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 12
E.ORCE MA"IEIIRE

Force Majeure adalah suatu kejadian yang menghambat pelaksanaan peke4aan -v-ang sedang

be{alan sedangkan kejadiannya diluar kehendak/kewenangan dari Pihak Kedua seperti
begcana alam, epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontalanf demonstrasi.

Apabila terjadi force majeure maka Pihak Kedua segera memberitahukzrn kepatlar l'ihak
Pertama secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun wakfu 3 (Tiga) hari sejek

terjadinya force majeure dengan dilengkapi bukti terrulis yang dikeluarkan olch pihak
berwenang.

Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari Pihak Kedua sebagai-mana yang dimaksud dalam
ayat (2) maka Pihak Pertama akan melakukan evaluasi dan kaiian untuk mengambii
keputusan, menyetujui atau menolak permohonan dari Pihak Kedua tersebut.

Apabila permohonan tertulis dari Pihak Kedua tentang force majeure diterima/disetujui
maka akan dilak"rkan perubahan pe{anjian sedangkan pe{anjian awal dinyatakan bata,l.

NonDr

Tanggal

Pekajw

*-

Rrjanjian Ket'a



Pasal 13
PE!fiTrIIP

$trat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Painan, pada
hnsqal tersebut di atas. Surat Pefanjian ini dibuat dalam rangkap 8 (delapan), 4 (empat)

bermaterei cukup dan 4 (empat) rangkap lainnya masing-masing mempunyai
hukum yang sema.

Painan, tanggal tersebut di atas

EltrreDUA, PIHAI( PTRTAilA,

Kuasa Pengguna Aoggaran

W

Nornar

Twggal
Pekerjaan

Ditetahui Oleh,
Kepala Dinas PeadidlAan dan

Ilebudayaaa
Kabupaten Peslslr Selatan

H. ZI'IJ{IELI.S.Pd.U.Pd
NrP. 19591231 198512 1 005

44/ VI SARPRAS-DAK.SD/ SWK/ DPK-PS/ 2O1 9

20 MEI 2019
JffithmBm SDN 42 KUBANG

JAI'RI. S.Pd

NrP. 19690530 199711 1 00I10 198603 1 011


